PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 17 TAHUN 1962 (17/1962)
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960
TENTANG BANK PENMBANGUNAN | NDONESI A

Presi den Republik I ndonesi a,

menbaca surat Wakil Menteri Pertama Bi dang Keuangan tanggal 16
Nopenber 1962 No. WM P. Keu - 266/62

Meni nbang;

a. bahwa Bank Penbangunan | ndonesia dal am peranannya sebagai
pendorong aktivitas ekonom kearah penbentukan masyarakat
Sosi alis Indonesia, harus juga bekeja atas dasar norna-norna
per bankan;

b. bahwa unuk nel aksanakan tugas tersebut huruf a, kepada Bank
Penbangunan | ndonesia perlu diberikan nodal dasar yang
nmer upakan kekayaan Negara yang di pi sahkan ;

C. bahwa sel anjutnya mnenperbesar nodal dasar seharusnya dapat
di | akukan secara cepat dan efisiensi dengan tidak nel upakan
j am nan hukum ;

d. bahwa karena keadaan nenaksa, soal tersebut diatur dengan
per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :

1. Pasal 5 ayat (1) pasal 23 ayat (4) pasal 22 ayat (1) Undang-
undang Dasar Republik Indonesia ;

2. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 15 Undang-undang No. 21 Prp tahun
1960 tentang Bank Penbangunan | ndonesia ;

3. Aturan Peralihan pasal |l Undang-undang Dasar Republik
I ndonesia jo- pasal-pasal 69 70 dan 71 Undang-undang
Per bendaharaan Negara |ndonesia (Staatsblad 1925 No. 448)
segai mana tel ah di ubah dan ditanbah, terakhir dengan Undang-
undang Nol 12 tahun 1955 (Lenbaran-Negara tahun 1955 No.
49) ;

4. Pasal 2 Undang-undang No. 30 Prp tahun 1960 tentang
Pel eburan Bank Industri Negara kedalam Bank Penbangunan
I ndonesi a (Lenbaran- Negara tahun 1960 No. 87);

5. Undang- undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

Menut uskan :
Met et apkan :
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan
dan tanmbahan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank
Penbangunan | ndonesi a (Lenbaran-Negara tahun 1960 No. 65).
Pasal 1

Pasal 4 Undang-undang No. 21 Prp. tahun 1960 di ubah dan ditanbah
sehi ngga sel uruhnya berbunyi sebagai beri kut



Pasal 4

(1) a. Modal dasar Bank berjum ah sepul uh mlyard rupiah dan
terdiri dari kekayaan negara yang di pi sahkan .

b. Modal dasar Bank tidak terbagi atas saham saham

(2) Bank dapat nenperkuat keuangannya dengan :

a. bahagi an | aba dari perusahaan- perusahaan Negara yang
di perrunt ukan bagi bank sebagai mana ditetapkan pada
pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 19 Prp
t ahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 No. 59, Tanbahan
Lenbar an- Negara No. 1989) tentang perusahaan Negara

b. hasi | -hasi| usaha tersebut pada ayat 6 huruf b sanpai/ dengan
hur uf c.

(3) Modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar

dengan ket entuan Peraturan Penerintah.

Pasal 2

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nul ai berl aku
pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang nengetahui nya, menerintahkan
pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Di tet apkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopenber 1962
Pej abat Presi den Republik | ndonesia

ttd.
DJ UANDA
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopenber 1962
Pej abat Sekretaris Negara,
ttd.
A. W SURJOADI NI NGRAT.
PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG No. 17 TAHUN 1962
t ent ang

PERUBAHAN DAN TANMBAHAN UNDANG- UNDANG
No. 21 Prp TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN | NDONESI A
( LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1960 No. 65)

l. UMUM
Dal am usahanya menper ol eh penbel anj aan unt uk Penbangunan Senest a,

Bank Penmbangunan | ndonesi a harus berusaha agar penbel anj aan
tersebut sedapat nungkin tidak nenberat kan beban rakyat.



Untuk itu maka perlu di usahakan dan di pupuknya suatu "revol ving
fund" yang | anbat -1 aun harus berubah sifatnya nenjadi "self
generating", artinya bahwa "fund" tersebut harus dapat
memancar kan kekuat an sedem ki an rupa, sehingga akhirnya
sel uruh penbangunan senesta dapat dibel anjai dari "fund"
itu.

Unt uk dapat nenenuhi usaha tersebut diatas nmaka perlu di berikan
nodal pernul aan kepada Bank Penmbangunan | ndonesi a yang
terl epas dari Anggaran Bel anja Negara dan adm ni ni strasi nya.

Hal ini adal ah sesuai dengan maksud yang di kandung wakt u
mendi ri kan Bank Penbangunan | ndonesi a sebagai mana dapat
di baca dal am penj el asan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 65).

Sel anj ut nya nodal dasar yang tel ah terpi sahkan tadi dapat
di per besar nenurut keperluan penbesaran nodal ini tidak |ag
di | akukan dengan Undang-undang tetapi sudah dirasa cukup
dengan Peraturan Penerintah saja, dem kian itu karena tidak
mengur angkan j am nan hukummya dan unt uk mnenper cepat
pr osedur.

Akhi rnya kepada Bank Penbangunan I ndonesia tel ah diberikan pul a
nodal tanbahan berupa kekayaan Bank | ndustri Negara yang
tel ah dil ebur kedal am Bank Penbangunan | ndonesia (Undang-
undang No. 30 Prp tahun 1960) (Lenbaran-Negara tahun 1960
No. 87).

I1. PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as.

Ter masuk Lenbar an- Negara tahun 1962 No. 91
Di ket ahui
Pej abat Sekretaris Negara,
A. W SURJOADI NI NGRAT.
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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